
 ABSTRAK PERATURAN 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - IURAN - TABUNGAN HARI TUA 

2016  

PERMENKEU RI NOMOR 248/PMK.02/2016  TANGGAL 30 DESEMBER 2016 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN 
JURAN DAN PELAPORAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA, JAMINAN KECELAKAAN KERJA, DAN 
JAMINAN KEMATIAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

ABSTRAK :  - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) 
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan 
Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      PP No. 102 Tahun 2015 (LN No. 324 Tahun 2015, TLN No. 5792); Perpres RI No. 28 Tahun 
2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 234 PMK.01/2015 (BN Tahun 20 No. 1926); 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Dalam rangka menyelenggarakan program THT, JKK, dan JKm, Pengelola Program mengelola 
iuran program THT, JKK, dan JKm. Iuran program dan hasil pengembangan iuran program 
merupakan pendapatan Pengelola Program, yang dikelola secara terpisah untuk masing-masing 
program. 
Pengelola Program setiap saat wajib menjaga tingkat solvabilitas. Tingkat solvabilitas adalah 
selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dan kewajiban. Kekayaan Yang 
Diperkenankan adalah kekayaan yang memenuhi ketentuan tentang jenis, penilaian, dan 
batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. 
Jenis Kekayaan Yang Diperkenankan terdiri atas kekayaan dalam bentuk investasi dan bukan 
investasi. 

    

CATATAN : - Penempatan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi oleh Pengelola Program 
yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, harus disesuaikan paling 
lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini. 

  - Pengelola Program menyampaikan kepada Menteri Keuangan rencana penyesuaian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan 
Menteri ini. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

    - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada 
tanggal 4 Januari 2017. 

 

http://sjdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/264~PMK.05~2016Per.pdf

